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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Sehubungan dengan perkemabangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah in adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah DaerahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016



CATATAN

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2019.

Peraturan Daerah ini memuat perubahan APBD Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2021, berupa perubahan Pendapatan Tahun Anggaran
2019 semula sebesar 1.738.535.213.963,60 bertambah menjadi Rp.
1.859.507.765.587,77, dan Belanja Daerah semula Rp.
1.738.535.213.963,60 bertambah menjadi Rp. 1.892.460.088.620,63
serta Pembiayaan Daerah semula Rp. 96.000.000.000,00 menjadi Rp.
128.952.323.032,86.

Peraturan Daerah terdiri dari 7 Pasal.
Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.



